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Ringkasan

Selama dekade terakhir, Centre for HumanitariarioDige (HD
Centre) telah menyoroti rendahnya tingkat partsip&rempuan
dalam penciptaan perdamaian, terlepas dari daetaln tipe
konfliknya. Lewat proyek ‘Perempuan pada Meja Berdian
Indonesia’, HD Centre mencoba berperan untuk mekope
kontribusi perempuan dalam pengelolaan konflik. #ualah
bagian dari proyek yang lebih besar, “Perempuara pdeja
Perdamaian-Asia Pasifik” yang mana meliputi fokegional
yang lebih luas.

Proyek di Indonesia dikerjakan dalam kemitraan dang
Lembaga limu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan ledama
dengan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan da
Perlindungan Anak Indonesia. Proyek ini didanahddERASI,
sebuah afiliasi Indonesia dengan Badan Pembangunan
Internasional Amerika Serikat (USAID).

HD Centre percaya bahwa perdamaian yang berketemhdanya
dapat dicapai ketika disana ada partisipasi yangt kian
menyeluruh. Terutama ini berarti lebih banyak lpgrempuan
yang dilibatkan dalam perundingan perdamaian. iRpuan
pada Meja Perdamaian’ bertujuan untuk mendokumientas
pengalaman perempuan yang secara langsung tedddam
penyelesaian konflik di Indonesia dari berbagaabgl (termasuk
pemerintah, LSM, dan kelompok pemberontak). Hal juga
bertujuan untuk mengidentifikasi perempuan yang atlap
dipertimbangkan untuk peran fasilitasi dan medidisimasa
depan, di Indonesia dan tempat lain. Walaupun pawnem telah
memainkan peran yang luas dalam menangani kordliletasan

! Untuk informasi yang lebih tentang ini,kunjungi
www.hdcentre.org/projects/gender-mediation



pada tingkat masyarakat, mereka telah hampir aldam
keterlibatannya dalam penyelesaian konflik dan peatdn
keputusan pada tingkat politik yang lebih tinggi.erngan
demikian, tujuan utama dari proyek ini ialah untakngangkat
keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konfléngen
memastikan mereka dengan pengalaman pada tingkgarasat
dapat dikenali dan diberi kesempatan untuk mendgma
ketrampilan mereka dan mengembangkan ketrampilam, ba
sesuai yang dibutuhkan, dan dimanfaatkan sebag#iesudaya
untuk penciptaan perdamaian.



Pendahuluan

Dalam semua bagian proses perdamaian — gencatan
pertempuran, keberlanjutan dan kredibilitas perdamalimensi
keamanan dan pengurangan kekerasan, pembagians&akya
proses pencarian keadilan dan kebenaran, perbdémpak dari
konflik kekerasan — partisipasi perempuan pentidajam
menjamin setiap perjanjian yang dicapai memasuklgntangan

dari setengah populasi. Sampai sekarang belum adse9
perdamaian dimana kesamaan gender, atau apapun yang
mendekati itu, telah ada.

Di Indonesia, hanya segelintir perempuan yang te&libat
dalam proses perdamaian formal dalam sejarahanetahap
terakhir pembicaraan damai tentang Aceh ( proaagédrjanjian
Helsinki) seorang perempuan — Shadia Marhaban —ahtel
terlibat, sebagai anggota dari kelompok pendukuarg @erakan
Aceh Merdeka (GAMY. Dalam proses perdamaian di Poso
(Malino 1) yang bertujuan untuk menghentikan kelsan, ada
dua orang pendeta perempuan dari komunitas Krigsmg
berpartisipasi dalam prosesnya — Nelly Alamako das
Sigilipu — dan seorang perempuan MuskrRuwaida Untingd.
Dalam proses Malino Il di Maluku, seorang pengeteempuan
— Margaretta Hendrik- dan dua perempuan Kathokk Suster
Brigitta Renyaan dan Etty Dumatubus dipilih sebagai
perwakilan dari komunitas Kristen. Tidak ada penteak

2 Memorandum Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dapat diakses lewat
www.acehmm.org/download/english/Helsinki%20MoU.pdf.

% Deklarasi Malino | tentang Poso dapat diakses lewat
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/ACOS-64BRC3?0OpenDocument
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perempuan Muslim pada proses Malind (lLihat ‘Studi Kasus
Satu: Konflik Kekerasan di Maluku’).

Bahkan di Papua, dimana perempuan telah lebih skiibat
dalam pembicaraan damai secara informal untuk nhesgian
konflik atau meredakan ketegangan antara Papuapdpbat
Indonesia (atau antara unsur-unsur yang beberbedamd
masyarakat sipil), keberadaan mereka dalam penalaicgormal
sangat terbatds.Upaya-upaya untuk melibatkan perempuan
dalam pembicaraan damai sebagian besar dimotorh ole
kelompok-kelompok perempuan, seperti Solidaritasefpuan
Papua (SPP). (Lihat ‘Studi Kasus Dua: Konflik Kedgan
Papua’).

“Perjanjian damai di Indonesia P€rianjian damai di_lndongsia
telah secara konsisten tidak

telah secara konsisten tidak

sensitif dalam masalah gender,” S€nsitif _dalam ~ masalah
gender. Tidak mengherankan,

keterbatasan kehadiran dan
partisipasi perempuan dalam pembicaraan damai dtinksia
telah menjadi faktor kunci dalam hal ini, menghatnb
kemungkinan diangkatnya masalah-masalah perempuan d
gender dalam meja perdamaian. Walaupun tentunkankthanya
perempuan saja yang dapat mengangkat masalah gender

4 Perjanjian Perdamaian Malino Il tentang Maluku dapat diakses lewat
www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/ACOS-
64CDMA?OpenDocument

5Penggunaan kata ‘Papua’dalam laporan ini mengacu pada propinsi
Papua dan Papua Barat. Daerah tersebut sebelumnya dikenal dengan
berbagai nama, termasuk Netherlands New Guinea (1895-1962),
Western New Guinea (1962—-May 1963), Irian Barat(1963-1973), Irian
Jaya (1973-2000) dan Papua (2001-2003). Pada tahun 2003 bagian
paling barat dari daerah tersebut dipecah menjadi propinsi terpisah,
disebut Irian Jaya Barat, yang kemudian dinamai kembali Papua Barat
pada April 2007. Orang pribumi mengacu Propinsi Papua dan Papua
Barat sebagai Papua Barat.
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Nampaknya, kenyamanan akan keamanan dan pengurangan
kekerasan telah menutupi isu-isu penting lainnyant@hnya,
tidak ada satu pun artikel dalam perjanjian Helsiging
mengakhiri permusuhan di Aceh pada Agustus 2005g yan
menyentuh masalah gendeidal yang sama berlaku untuk
perjanjian perdamaian Malino | dan Il

Fakta menyatakan bahwa di Indonesia, seperti daedamnnya
di dunia, penyelesaian konflik dan perang sebadimsar
didominasi oleh laki-laki. Hal ini disamping kengah bahwa
perempuan secara aktif terlibat dalam penciptaagiepgaian dan
pembangunan perdamaian pada tingkatan dimana leakera
terjadi (secara lokal, didalam dan diantara masgdyalan pada
akar rumput). Tentu saja pengalaman Indonesia isesumman
gambaran global yang suram; pada tahun 2009, katedainjau
kembali 21 proses perdamaian utama sejak 1992, EMIF
menyimpulkan bahwa hanya 2,4 persen peserta yargpaar.

Walaupun perempuan juga memainkan peran yangarifidam
melakukan kekerasan (sebagai pejuang, logistik pEmbawa
pesan), fokus dari laporan ini adalah tentang p@erempuan
dalam penyelesaian konflik termasuk penciptaan gyeain

® Menurut Shadia Marhaban, satu-satunya perempuan yang terlibat
dalam pembicaraan, strategi Martti Ahtisaari ialah untuk menghabiskan
lima bulan dalam isu penting seperti kemanan, pengaturan politik dan re-
integrasi. Tidak hanya isu gender diabaikan tetapi juga hak asasi
manusia. Namun, pemerintah Indonesia berjanji bahwa isu-isu itu dapat
diakomodasikan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Aceh
(Law of Governing Aceh, LoGA) seperti yang tercantum dalam MoU
Helsinki.

" UNIFEM, Partisipasi perempuan dalam negosiasi perdamaian:
Hubungan antara kehadiran dan pengaruh, Ikhtisariah (Women'’s
participation in peace negotiations: Connections between presence and
influence, Brief) (New York: UNIFEM, 2009) hal.1.
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formal dan informaf. Laporan ini akan menyoroti beberapa
tantangan-tantangan utama yang dihadapi perempadamd
situasi konflik dan halangan-halangan yang mencagaheka
dari berpartisipasi dalam proses perdamaian damaapelitik.
Laporan ini akan menyimpulkan rekomendasi-rekomsingizng
ditargetkan pada pemerintah daerah dan pusat, ufgn gara
pemangku kepentingan, untuk mendorong mereka untuk
memberikan perhatian yang lebih besar pada ispdstisipasi
perempuan dalam proses-proses perdamaian dan Hidargy

lain yang berhubungan dengannya.

Tantangan-tantangan untuk partisipasi perempuan
yang lebih besar dalam proses perdamaian di Indon&s

Di  Indonesia berbagai faktor mempengaruhi pendecua
perempuan dari penyelesaian konflik formal, danidemmal.
Walaupun di sebagian daerah di Indonesia memiligdisi
matrilineal yang kuat, tapi hal ini dipengaruhi loleéeberapa
penafsiran keagamaan tentang peran dan tempat mexam
dalam masyarakat.

Contohnya, Minangkabau, Sumatera Barat terkenkdddinesia
untuk sistem sosialnya yang matriarkal. Walaupumikien,
menurut  seorang pengamat, “dilihat dari  perspektif

8 palam banyak pertemuan dan diskusi yang dipimpin oleh HD Centre
dan LIPI dengan orang Indonesia, istilah proses perdamaian informal
mengacu pada proses yang dipimpin, atau diprakarsai oleh pelaku non-
pemerintah, sering pada tingkat akar rumput, dengan tidak adanya
dukungan dan keterlibatan resmi dan dimana keputusan yang diambil
memiliki pengaruh yang kecil pada tingkatan resmi. Sebaliknya sebuah
proses perdamaian formal mengacu pada proses yang dipimpin atau
diprakasai oleh pemerintah daerah atau pusat dengan dukungan resmi
yang kuat dimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi, dalam
berbagai tingkatan, tindakan di masyarakat dan antara elit. Hal ini
berdasarkan pengertian bahwa istilah proses perdamaian formal dan
informal digunakan dalam laporan.

12



Minangkabau, matriarkal bukanlah tentang ‘pereanpu
berkuasa’, tetapi tentang prinsip dan nilai sogahg berakar
dalam pengertian maternal dimana dua jenis kelaelkerjasama
untuk meningkatkan kesejahteraan umat mandsBé&bagai
tambahan, sistem ini menempatkan nilai yang besada p
akomodasi dan konsensus ketika menangani konfiidlaRahun
2005, perempuan di Sumatera Barat mengutarakarm&épan
mereka tentang “rancangan undang-undang mengengakit
sosial” yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahgyharisi
sebuah artikel yang melarang perempuan keluar padkm hari
tanpa pendamping. Peraturan in dibuat untuk mefs@ya
pelacuran tetapi, dengan memaksa perempuan untgjati
dirumah pada malam hari, hal ini membiarkan laki-laebas
untuk mencari pelayanan pelacuran. Ini adalah $elwaatoh
bagaimana pengenalan hukum Shari'a dibawah pea@agatu
atonomi daerah telah mengikis kedudukan perempo@donksia
bahkan ketika budaya tradisional matrilineal tetabndukung
keterlibatan aktif mereka pada isu-isu pubfikPaling akhir,
Shari'a juga telah digunakan di Aceh dalam usah&ukun
memindahkan seorang perempuan yaitu seorang caarat d
posisinya. Menurut Ridwan Muhammad, ketua dewan
Kabupaten Bireuen , “Menurut Shari’a, seorangepguan
dilarang menjadi seorang pemimpi.”

° Sanday, Peggy Reeves, “Nilai materiarkal dan perdamaian
dunia: Kasus Minangkabau” (“Matriarchal values and world
peace: The case of the Minangkabau”), Masyarakat Damai:
Kongres dunia ke-2 tentang studi materiarkal (2003) Tersedia di:
www.second-congress-matriarchal-studies.com/sanday.html
1% Munir, Lily Zakiyah, Islam, gender dan sha’ria formal di
Indonesia (Islam, gender and formal sha'ria in Indonesia )
Tersedia di: www.[fip.org/laws718/docs/lily-
Pldfllslam_Gender_and_FormaI_Sharia.pdf

“Perempuan tidak pantas untuk memimpin’ kata Ketua Dewan
Kabupaten Aceh”, (“Women unfit to lead' says Acehnese District
Council Chairman”) The Jakarta Globe, 8 Oktober 2010.
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“ Sebelum kita berbicara

tentang meningkatkan partisipa

perempuan dalam proses

perdamaian formal, kita perlu
memastikan adanya ketersedia|

Pendapat ditepi

diungkapkan oleh peserta
Silaki-laki (yang  juga

disuarakan oleh beberapa

perempuan) pada
rgertemuan roundtable,
a2 iselenggarakan oleh HD

perempuan yang berpotensi dan centre dan para partner,

1
cakap. —
Komentar dibuat pada diskusi

roundtable yang diselenggarakan olel
HD Centre dan para partner di Jakart

2010%?

yang diadakan pada bulan
Maret 2010 di Jakarta.
! Pandangan ini sangat
, lazim diantara banyak

"orang Indonesia, yang

cenderung untuk melihat

perempuan sebagai orang yang tidak mampu dan mneakiliki

kualifikasi yang cukup untuk dimasukkan dan dikdtzsikan.
Namun, hal ini ditentang oleh suara yang kuat darempuan
dalam masyarakat sipil di daerah seperti Poso dalukd yang

terkena konflik kekerasan.

Sebuah tantangan besar utama dalam partisipasnpeas yang
kuat dalam kehidupan publik di Indonesia, dan p#aein
perdamaian secara khususnya, tetap adalah patridali ini

diperkuat oleh nilai-nilai budaya dan agama yancpse terus-
menerus memandang perempuan kurang cerdas dargKayak
untuk jabatan publik atau posisi pentiigMenurut anggota
Parlemen Nasional, Eva Kusuma Sundari, legisgeiempuan

'2 pertemuan Roundtable Maret ‘Perempuan pada meja
perdamaian Indonesia: Meningkatkan peran perempuan dalam
Pgenyelesaian konflik,” 24-25 Maret 2010, Hotel Sultan, Jakarta.
“Perempuan dalam politik diabaikan legislator, partai: Ahli”
(“Women in politics ignored by legislators, parties: Experts”) The

Jakarta Post, 14 Juni 2010.
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harus dua kali lebih pintar dan dua kali bekerfahekeras untuk
diakui

Cukup sederhana, perempuan yang terampil tidak rikigdme
kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyele&aiaitik pada
tingkat yang lebih tinggi disebabkan akses yang@ldiigi oleh
dominasi laki-laki dalam pembuatan keputusan di usem
tingkatan. Kehadiran pemimpin perempuan dalam mmakgg
baik di pemerintah daerah maupun pusat, yang tegsnder
telah menolong untuk membuka akses bagi perempaimm |
Inilah yang terjadi di Maluku ketika Paula Renyaaenjabat
sebagai wakil gubernur. Namun, perempuan, separtal-laki,
adakalanya membatasi kesempatan buat perempuanydain
dengan megutip ketiadaan pelatihan dan pendidikareka.
Situasi ini kemudian diperburuk oleh kenyataan mabwberapa
perempuan memiliki tingkat kesadaran yang rendatahg hak
mereka untuk persamaan dan partisipasi. Ini khysutarjadi di
daerah pedesaan. Sebagai hasilnya, banyak pereygugtidak
terbiasa dengan isu-isu politik, mereka juga tidekihat hal itu
sebagai bidang dimana mereka seharusnya, atau ubisg,
terlibat didalamnya. Meskipun faktanya mereka migmihak
untuk menjadi pemimpin masyarakat lokal.

' Dewi, Mariani, “Eva K. Sundari: *Anda diukur dari apakah
keberadaan anda memiliki pengaruh” (“Eva K. Sundari: “You are
measured by whether your presence has an effect”) The Jakarta
Post, 8 Februari 2009.
! Wawancara dilakukan bersama Ledia Hanifa Amaliah, kepala
humas Kaukus Parlemen untuk Perempuan, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 April 2010 di Jakarta. Ini juga
sebuah pandangan yang seringkali diekpresikan pada pertemuan
Roundtable tentang ‘Perempuan pada meja perdamaian
Indonesia: Meningkatkan peran perempuan dalam penyelesaian
konflik,” 24-25 Maret 2010, Hotel Sultan, Jakarta.
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Perempuan di Indonesia, seperti juga ditempat Is@hagian
besarnya memiliki tanggung jawab untuk merawat dfa.
Tanggung jawab ini merupakan tantangan logistik efansional
untuk memperpanjang keterlibatan perempuan dalansepr
proses perdamaian, khususnya jika proses-prosshte tidak
berlangsung di daerah lokal peserta.Tambahan lmherapa
perempuan, yang telah ditolak berpartisipasi dilbadang
domestik dikarenakan keterbatasan budaya ataurfikitmya,
pada gilirannya menyalahkan dan menolak sistemntilpglang
mereka pandang sebagai dominasi kaum pria yang oamb
mereka segan untuk terlibat dalam perundingan damai

Kurangnya kemauan politik adalah faktor pendukumemting
lainnya terhadap ketiadaan perempuan dari peruadimgmai.
Di Indonesia, pengarusutamaan gender (atau mek®suk
gender ke dalam perhitungan secara sitematik) seazatif
adalah sebuah konsep baru dan ada ketidaksadaseakitati
konsep tersebut. Apatis politik, kurangnya kepeseaydiri, dan
juga tingkat pendidikan yang rendah, semuanya berga dan
mengurangi keterlibatan perempuan dalam prosesigtaan
perdamaian
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Peran perempuan Indonesia selama era Orde
Baru

Nilai-nilai patriarkal di Indonesia sangat dalamrdiar. Ini
terutama sekali jelas dalam status dan peran pe@mgang
dibatasi oleh rezim Orde Baru. Beberapa latar laglgkentang
periode ini sangat penting untuk mengerti bagaankonflik
belakangan ini ditangani dan juga keterlibatan meren dalam
penyelesaian konflik.

Era Orde Baru muncul pada tahun 1966 ketika Jeh8eeharto
menggulungkan Presiden Soekarno (pendiri Repubtikriesia),
mengklaim untuk menyelamatkan bangsa dari komunisme
Soeharto adalah presiden terlama yang memimpin raega
Indonesia sampai pada kejatuhannya yang dramatda pa
tahun1998.

Era Orde Baru menempatkan penekanan yang berat pada
Pancasila sebagai ideologi negara yang terdiriligaai prinsip:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksamalalam
permusyawaratan/perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonésia.

Masyarakat sipil, dan non-pemerintahan organidsSM) harus
menganut Pancasila agar dapat dijinkan untuk mearda&iswa
dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi hraeugalani

16 Shigeo Nishimura, “Pengembangan pendidikan moral
Pancasila di Indonesia“(“The development of Pancasila moral
education in Indonesia”) Studi Asia Tenggara, Vol. 33, No. 3,
(1995) hal 303-316.
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indoktrinasi selama berjam-jam untuk mengerti dagramgkul
ideologi ini.

Kebebasan pers sangatlah tertindas. Satu-satusyet@asional
ialah  Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan tidalapat
dihindarkan lagi itu menjadi perpanjangan mului gamerintah.
Pemilihan nasional diadakan setiap lima tahun selah
partisipasi politik sangatlah terbatas dengan hatya partai
politik yang diijinkan untuk memperebutkan suHraolongan
Karya atau Golkdf terutama menjadi mesin birokratik
pemerintah untuk memobilisasi pegawai negeri dagarosasi
yang didukung negara. Selama Orde Baru, ‘pembamjuna
dijadikan proses modernisasi dan tujuan. Penekaolitik dalam
pembangunan mengakibatkan kesenjangan sosial, dtoyapg
merajalela, dan juga nepotisme dengan penggunalarasan
yang sering dalam mengatasi tantangan terhadapraiéga

l7Partai-partai tersebut adalah Golongan Karya; Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), sebuah partai Islam; dan Partai Demokrasi
Indonesia (PDI), partai sekuler (“Abangan”).
'8 Golkar dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964 dibawah nama
Sekber Golkar. Itu merupakan federasi dari 97 LSM yang mana
tumbuh dari waktu ke waktu menjadi 220 organisasi. Walaupun
diklaim apolitik, Sekber Golkar dibentuk dengan dukungan
pejabat senior angkatan darat untuk mengatasi peningkatan
pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini adalah partai yang
berkuasa selama rezim Soeharto (1966-1998). Ini juga
merupakan partai yang bekuasa selama kepresidenan Habibie
(1998-1999), dan menjadi bagian dari koalisi kekuasaan Susilo
Bambang Yudhoyono(2004-2009).
!9 Orde Baru melakukan banyak eksekusi penjahat kecil dan
orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Apa yang disebut
pembunuhan misterius (sering disingkat petrus) terjadi pada
tahun 1982-1985. Antara lima dan sepuluh ribu penjahat kecil
ditembak tanpa diadili dan tubuhnya dibuang di tempat umum,
dimana mengakibatkan teror. Banyak dari tubuh tersebut bertato,
yang tampaknya menjadi indikator yang terlihat sebagai
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Soeharto juga memperluas kebijakan transmigrasg ylebih

awal, dimana memindahkan penduduk dari pulau Jaaeg y
padat ke luar pulau, memperburuk hubungan antamdapeng

dan pribumi.

Kebanyakan konflik yang meletus pada era Soehartmdi
secara tiba-tiba, penuh kekerasan dan berpusat [sda
ketidakadilan dan hak asasi manusia. Konflik tarseimumnya
terjadi pada akhir tahun 1990 walaupun tahun 1980ga tidak
lebih baik. Contohnya, pada tahun1984 di TanjumgkRsebuah
daerah di Jakarta Utara), perkelahian terjadi antaifiter dan
pemrotes Muslim setelah seorang sersan militer Moshm
bertingkah laku dengan tidak hormat didalam seloesjid. Dua
hari kemudian, seorang ulama lokal berbicara d&aatbahnya
melawan ideologi negara Pancasila yang kemudian
mengakibatkan perselisihan yang lebih jauh laghranpemrotes
Muslim dan militer. Banyak pemrotes yang ditembalatim
sedangkan yang lain ditangkap. Pada tahun 1996slkean di
Tasikmalaya diduga dipicu oleh kebrutalan polish dzejabat
pemerintah yang korup yang berujung pembakaran rbphe
gereja dan usaha milik warga keturunan Cina. Paltantl996 di
Ujung Pandang, yang kemudian dikenal dengan ‘tidggrdarah

kejahatan dan gangguan. Pada akhirnya Presiden Soeharto
sendiri mengakui Petrus adalah kerja angkatan militer. Lihat,
Freek Columbijn, “Menjelaskan solusi keganasan di Indonesia”
("Explaining the violent solution in Indonesia)” dalam The Brown
Journal of World Affairs, Spring 2002, Vol. IX Edisi 1 (1998);
Vatikiotis, Michael. R.J (1998), Politik Indonesia dibawah
Suharto: Kebangkitan dan kejatuhan Orde Baru (Indonesian
politics under Suharto: The rise and fall of the New Order)
(London: Routledge, 1998) hal. 92-118; Nordholt, Henk Schulte,
Silsilah Kekerasan di Indonesia (A Genealogy of Violence in
Indonesia) (Portugal: CEPESA, 2000) hal. 1-33.
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Makassar’, tiga orang siswa dibunuh dalam perbelsidengan
militer pada waktu protes melawan kenaikan biagasportasf’

Pada bulan Mei 2008, Soeharto jatuh dari kekuasdah.ini
diikuti tekanan dari masyarakat, dan meningkatoydutan akan
demokrasi diperparah dengan krisis moneter Asiaa patiun
1997?! Setelah tiga puluh tahun kepemimpinan diktaktditen]
Indonesia dengan cepat jatuh dalam kekacauan. iKonfl
kekerasan mulai meletus diseluruh negeri. Tuntigaparatis
berkembang di Aceh, Papua, dan Timor Timur semaranflik
komunal, berkisar di isu agama dan etnis, pecakatimantan
Tengah dan Barat, dan juga Sulawesi Tengah dan kMalu
Konflik ini telah diseduh bertahun-tahun, dan hadgagan satu
tekanan tangan berat yang menahannya dari tumpahtlik
sering dengan cepat ditekan selama periode Orde Baena
ketakutan akan isu SARA (suku, agama dan ras). Rildanya
kebijakan penekanan ini disalahkan atas pecahnyardsan
konflik komunal setelah tahun 1988.Kekerasan ini telah
mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa dan pengungstaan
orang.

‘Negara Ibuisme (State | buism)’

Orde Baru mengembangkan sebuah ideologi gendel yesrg
melihat peran perempuan sebagai istri yang menduluia
dalam pengejaran ‘pembangunan’, menekankan kewmajiba

0 supriatna, A . Made Toni (Ed), Tahun Kekerasan Potret
Pelanggaran HAM di Indonesia, (Jakarta, Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI, 1996) hal. 41-48.
% British Broadcasting Corporation News, “Kebangkitan dan
kejatuhan orang kuat Suharto” (“Rise and fall of strongman
Suharto”) 28 September 2000.
2 Gershman, John, “Indonesia: Pulau Konflik” (“Indonesia:
Islands of conflict”), Asia Times Online, 26 Oktober, 2002.
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mereka sebagai ibu. Dijuluki ‘negara ibuisme’, ini
mendefinisikan perempuan sebagai “pelengkap dadgpeping
suami, sebagai pencipta bangsa, sebagai ibu datidpeanak-
anak, sebagai pengurus rumah tangga, dan sebaggotan
masyarakat® Perempuan sering diarahkan ke organisasi seperti
Dharma Wanita, sebuah organisasi terkemuka saat itu
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dimanaubpgdi dari
desa sampai tingkat nasional; dan, Dharma Persehuah
organisasi yang memasukkan istri-istri para laki-lyang
melayani di militer?* Orde Baru menerjemahkan politik sebagai
‘dominasi pria’ membuat sangat sulit buat perempuatuk
memegang posisi formal dalam bidang politik.

Dengan menekankan tempat perempuan dalam rumalyatang
negara mencoba untuk mengesampingkan wacana #fterna
gender, menciptakan warga gender dalam hal tertdatu juga
mengendalikan lingkungan swasta dan publik. Dhavikanita
wajib buat istri-istri pegawai sipil dan perempuagrpartisipasi
didalamnya sesuai dengan pangkat dari suami meBikatara
program-program Dharma Wanita yang terkenal adagiabnya
yang bertujuan untuk mengajar perempuan Indonesiask
menengah tentang ekspresi yang sesuai dengan t&snini
bagaimana berpakaian, bagaimana memilih perhiagaretiket
yang sesuai. Dharma Wanita juga mengontrol kelaidup
pegawai sipil dengan, contohnya, menuntut pegavgdi [gria
untuk meminta ijin dari atasannya jika hendak meaikan

2 Suryakusuma, Julia, “Negara dan Seksualitas di Orde Baru
Indonesia (“The State and Sexuality in New Order Indonesia”),
dalam Laurie Sears, (Ed),Mengkhayalkan Feminitas di Indonesia
(Fantasizing the Feminine in Indonesia) (Durham dan London:
Duke University Press, 1996) hal 101.
4 Robinson, Kathryn dan Sharon Bessel, (Eds), Perempuan di
Indonesia, Gender, Persamaan dan Pembangunan (Women in
Indonesia, Gender, Equity and Development) (Singapore: ISEAS,
2002) hal. xvii and xxi.
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istrinya. PKK dibentuk untuk meningkatkan standehilupan
didaerah pedesaan lewat program pemberantasarinutdan
pelayanan kesehatan. Telah secara luas dikritileks&nakan
program Orde Baru yang otoriter tentang programudaga
berencana yang menganjurkan keluarga dengan dikadanana
para anggotanya melakukan penjangkauan dari piatyiktu
tentang penggunaan kontrasepsi. Pada dekade OndléeBakhir,
perempuan (terutama perempuan kelas menengah yang
berpendidikan) tumbuh gelisah dalam batasan rekiereka
mulai mendirikan organisasi yang terang-terangamiris
dengan dukungan sumber daya internasional.
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Penciptaan dan pembangunan perdamaian di
Indonesia

Pendekatan pemerintah Republik Indonesia (RI) tapdonflik
menurut sejarah berpusar disekitar penahanan delbadd
dalam bagaimana pasukan bersenjata sering digunakgurk
memadamkan kekerasan selama Orde Baru. Hal inis teru
mempengaruhi  bagaimana konflik kekerasan ditangani.
Contohnya, pada tahun 2001 sebuah undang-undammpnoito
khusus diberikan kepada Aceh untuk menyelesaikdurgan
yang bermasalah antara Aceh dan Jakarta. Namurangnd
undang tersebut dikembangkan dengan kurang baiktidak
diimplementasikan secara efektif. Sebelum undamzog
tersebut diberikan, HD Centre telah melakukan kgimputaran
pembicaraan tertutup antara pemerintah Republikriesia (RI)
dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai hasil dari
pembicaraan tersebut, sebuah perjanjian untuk tigdabulan
kemanusiaan ditandatangani pada bulan Juni 2000 dan
diperbaharui pada bulan September 2000. Pada skhikedua
pihak menandatangani Perjanjian Gencatan Permug@uhA)
pada Desember 2002, setelah perundingan bilatexiama
berbulan-bulan. Namun, pada April 2003, situasi nk&aan
memburuk dan, setelah gagal untuk menemukan kespak
antara Rl dan GAM pada pertemuan di Tokyo pada 2063,
pemerintah Indonesia mengumumkan darurat peraAgeah dan
pertahanan militer dilanjutken. Akibat gempa tsunami yang
menimpa Aceh pada Desember 2004, tekanan intenadsio
terhadap RI dan GAM untuk mencapai penyelesaianadam
meningkat. Menindaklanjuti usaha-usaha mediasi lseirya,
perjanjian Helsinki yang difasilitasi oleh mantarrestiden

*Untuk informasi lebih jauh tentang peran HD Centre di Aceh
lihat www.hdcentre.org/projects/aceh-indonesia.
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Finlandia, Martti Ahtisaari, diadakan pada bularugiys 2005°
Aceh menerima otonomi khusus (bentuk yang lebits Idari
otonomi khusus 2001) dan pasukan pemerintah dk tdairi
propinsi sebagai ganti dari pelucutan senjata GAMain itu,
UU No. 11/2006 tentang pemerintah Aceh diimplemskéan.
Secara signifikan, undang-undang ini memungkinkartuku
pembentukan partai lokal untuk bersaing dalam pemajbi tidak
menyinggung isu-isu gender. Pada bulan Desemb@6,20
pemilihan diadakan untuk posisi pemerintahan dadiafceh.
Seorang mantan strategik GAM, Irwandi Yusuf, ténpdebagai
gubernur dan masih berkuasa. Perempuan yang memangg
beban kekejaman selama konflik masih ditinggalkaaiard
proses pembuatan keputusan utama — sama seglarti droses
perdamaian. Perempuan Aceh, misalnya, tidak d&gatrs kritis
bereaksi melawan pelaksanaan diskriminatif hukuarigf’

Status otonomi khusus diperkenalkan kepada Papda faéun
2001. Undang-undang ini diberlakukan dalam rangka
memadamkan keinginan masyarakat Papua untuk kekaenle
Otonomi ini telah (dan masih) dipandang dengan tkgaan yang
mendalam oleh kaum kaum nasionalis Indonesia dditemi
sebagai jembatan untuk kemerdekaan. Terluka olefen&a
kehilangan Timor Timur, kaum nasionalis konservatif
memandang otonomi khusus sebagai hadiah yang tdalat
dibenarkan bagi separatis Papua. Namun, separgpisaFjuga
tidak puas dengan otonomi khusus. Mereka beralésdmva

%% Hal ini dikordinasi lewat Conflict Management Initiative, dimana
Martti Ahtisaari adalah Ketua Dewan.
%" Shadia Marhaban. “Aceh: Pemeliharaan dan dividen
perdamaian” (“Aceh:The maintenance and dividends of peace”),
Opini, Perempuan dan Damai (Opinion, Women and Peace), 20
Agustus 2010, Tersedia di:
http://peacetalks.hdcentre.org/2010/08/aceh-the-maintenance-
and-dividends-of-peace/
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undang-undang tersebut telah gagal untuk memerebtihan
mereka akan kemerdekaZ@nSampai saat ini, pemerintah telah
mengelola daerah tersebut lewat kombinasi undadgam
otonomi khusus dan militerisasi. Para kritikus leegiapat
otonomi khusus tidak mengubah perlakuan yang matd@oh
dan tidak adil yang dirasakan rakyat Papua yaragigianya dari
Jakarta. Selain itu, jauh dari memperkuat kualgekksanaan
undang-undang otonomi khusus, pemerintah Indoredgiaalih
meluncurkan Peraturan Pemerintah No. 77/2007 yamagam
melarang penggunaan simbol sejarah Papua yang haenda
seperti bendera bintang pagi dan simbol burung Maki3
Pemerintah Indonesia juga memberlakukan DekritiéRasNo.
5/2007 tentang Percepatan Pembangunan yang makennya
memberikan pemerintah daerah wewenang untuk megantu
pembangunan didaerah mereka, malah memberi margatd&
beberapa kementrian untuk melaksanakan programnpapdia.
Keterlibatan masyarakat sipil dalam penciptaan greedan
dalam konflik separatis di Indonesia terbatas sabhgsil dari
intimidasi dari para pejabat atau kesulitan unt@adapatkan ijin
untuk kegiatan yang bersanksi. Namun, beberapa otagg
masyarakat sipil termasuk perempuan telah memaimean
yang penting dalam memprakarsai dialog-dialog peeaian dan
menjembatani kesenjangan dengan pemerintah piisat jiga
‘Studi Kasus Dua: Konflik Kekerasan di Papua’).

Berlawanan dengan arena konflik separatis, anggaisyarakat
sipil (arena dimana keterlibatan perempuan lehilihtd) telah
memainkan peran yang aktif sebagai pelaku perdamdam
rekonsiliasi pada tingkat akar rumput dalam konKdmunal di
Sulawesi Tengah dan Maluku (lihat ‘Studi Kasus Stonflik

2 Budiardjo, Carmel, “Prospek untuk Dialog Papua-Indonesia
(“The Prospects for Papuan-Indonesian Dialogue”), Peace
Magazine, (Jan-Mar 2010) hal.16-18.
¥ Budiardjo, Carmel, hal.16-18.
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Kekerasan di Maluku’). Dalam konflik-konflik ini, asyarakat
lokal telah sangat kritis terhadap peran dari @pkeamanan,
menyalahkan aparat keamanan karena berpihak dah dglgm
mengendalikan situasi.

Pada kenyataannya, pemerintah daerah dan pusatimkama
peran yang terbatas dalam penyelesaian konflik aampada
akhir tahun 2001. Pemerintah pusat memimpin desdilara
perdamaian Malino di Poso pada bulan Desember g@aiino

I) dan perjanjian perdamaian Malino di Maluku dawaluku
Utara pada bulan Februari 2002 (Malino 1l). Inidigérsebut
dipimpin oleh mantan Menteri Koordinator Politik rda
Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, dan mantan rMent
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla (ykegudian
terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wak#iBen pada
tahun 2004). Kedua perjanjian Malino | dan Malihadipandang
sebagai pengumuman politik untuk menandai berajkhikonflik
yang diikuti dengan program-program yang didedkasiuntuk
pemulihan dan pembangunan. Namun, masyarakat wakeng
konflik mengkritik keras pelaksanaan deklarasi perdian
Malino | dan perjanjian perdamaian Malino Il, selaagbesar
dikarenakan persyaratan mereka dipersiapkan taapabih
dahulu didiskusikan dengan masyarakat lokal. Térldhgi,
hanya sedikit perempuan yang hadir pada pembicaraan
pembicaraan damai dapat mengangkat masalah-magatah
berhubungan dengan perempuan karena mereka hardsktu
pada agenda pembicaraan yang lebih luas. Disars hjagya
sedikit tindak lanjut yang substantif setelah pgigen
ditandatangani. Selain itu, kurangnya kordinasi daaha-usaha
pembangunan perdamaian diantara tingkat dan tipgbdga
pemerintah yang berbeda, serta antara pelaku paaterdan
non-pemerintah, juga dikritik secara signifikdn.

% HD Centre, “Strategi pengelolaan konflik di Indonesia: Belajar
dari pengalaman Maluku” (“Conflict management strategies in
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Untuk melengkapi perjanjian perdamaian ini, pematinpusat
menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk maélinées
pemulihan konflik di Sulawesi Tengah, Maluku dan [bka
Utara. Dana dialokasikan ke daerah yang terkengad&konflik
untuk pembangunan kembali setelah konflik. Namwiorkpok
kerja yang dibentuk untuk melaksanakan ketentualanda
Malino | dan Il tidak cukup didanai. Mereka jugdak diberikan
wewenang yang cukup untuk menindaklanjuti beberagjzek
aplikasi. Selama bertahun-tahun, anggota-anggotdmgrhenti
dan kelompok kerja menjadi kecil dalam ukuran.

Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dimangaj
terkena dampak konflik komunal, usaha-usaha rekasisdari
pemerintah daerah dan pusat sangat kurang efélBfeka
cenderung untuk memusatkan pada pemulihan fidibnstruksi,
dan penyediaan bantuan darurat untuk para pengungsi

Indonesia: Learning from the Maluku experience”), Laporan
lokakarya, 30 November 2009. Tersedia di:
www.hdcentre.org/files/Conflict%20Management%20Strategies%
20in%20Maluku%20010320 0_0.pdf; HD Centre, “Strategi
pengelolaan konflik di Indonesia: Belajar dari pengalaman Poso”
(“Conflict management strategies in Indonesia: Learning from the
Poso experience”), Laporan lokakarya, 3 Maret 2010. Tersedia
di:www.hdcentre.org/files/Conflict%20Management%20Strategie
$%20in%20P0s0%2001032010.pdf.
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Peran perempuan dalam penyelesaian konflik

Dalam konflik-konflik kekerasan, perempuan selanghn cepat
menjadi ‘korban’ yang membutuhkan perlindungan. aPad
kenyataannya perempuan dan anak-anak sering digabemjadi
satu konsep ‘perempuan dan anak’. Hal ini mengaivurk
kebutuhan unik anak laki-laki dan anak perempuangyberbeda
dengan perempuan. Untuk banyak perempuan, kehilaakan
laki-laki mereka (suami, ayah, anak laki-laki) kdaapasukan
berperang juga

“ g - -
Perempuan memiliki peran yang < owrang. atau
menghilangkan sama

berpengaruh  dalam  keluarga. seiali sumber utama
Sebagai istri, perempuan dapatpendapatan. Terlepas
membujuk suami mereka untuldari dampak negatif
tidak terlibat didalam konflik konflik terhadap
(Maluku) dan sebagai ibu, beberapa perempuan,
perempuan dapat mengajari angkhal itu dapat juga

anaknya untuk tidak berprasangkamemberdayakan —buat
beberapa perempuan,

Rl
terhadap agama lain. membawa mereka pada
Suster Brigitta Renyaan, Ambon, 2089 | kehidupan publik

dimana mereka terlibat
dalam kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tersettizk uaki-
laki. Mereka mungkin mengambil tanggung jawab daeinjadi
anggota gerakan bersenjata; berjualan di pasar;saeara aktif
terlibat dalam penciptaan perdamaian. Di Ambon ¢aso,
contohnya, perempuan memimpin banyak upaya-upaggdi
antar agama dan perdamaian pada tingkat akar rumput

Dalam beberapa konteks, ketidakberdayaan relatiénpguan
dapat memiliki beberapa keuntungan. Di beberapaukdaas

¥ Wawancara dengan Sr. Brigitta Renyaan di Ambon 31 Agustus
20009.
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yang terkena dampak konflik, perempuan dipandatigak
membahayakan yang berarti mereka dapat mempengdakihi

laki untuk meletakkan senjata. Namun, dibeberagaskaeperti

di Aceh, perempuan menggunakan posisi mereka ymlak t
membahayakan untuk bekerja bagi pemberontak untuk
menyediakan senjata, makanan dan informasi.

Walaupun perempuan Indonesia memainkan peran yasgdian
bervariasi dalam menangani konflik pada tingkat yaeakat,

mereka memiliki sangat sedikit keterlibatan dalg@mbicaraan
pada meja perdamaian. Hal ini terbukti dalam pearb&n damai
Aceh dan proses perdamaian Malino | dan MalinoDiam

periode singkat pasca-kekerasan, prioritas kebijghalitik di

masa mendatang sering diidentifikasi. Namun, tgpgudisipasi
perempuan dalam pengambilan keputusan kebutuhasalaha
dan kontribusi mereka cenderung diabaikan.
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Studi Kasus Satu: Konflik Kekerasan di
Maluku

Sebelum propinsi Maluku Utara dibentuk pada tah@991 Maluku
adalah propinsi terbesar di Indonesia. Ambon addakota Maluku.
Menurut sensus tahun 2000, populasi lokal dipekkinamencapai 1,1
juta penduduk dengan jumlah penduduk Muslim dansti&ni yang
seimbang.1 Populasi pendatang di Maluku sebagisarb#atang dari
Bugis, Buton dan Makassar.

A"l

Pemicu konflik: Konflik kekerasan di Maluku pecah pada tanggal| 19
Januari 1999, pada hari raya Muslim, Idul Fitritike& nampaknyad
perkelahian biasa terjadi antara seorang supirtéri®ersuku Ambo
dengan pendatang Muslim berdarah Bugis. Persaiisikecil ini
mengakibatkan pecahnya kekerasan antara KristenMizsiim yang
dengan cepat menyebar ke seluruh Maluku.

Kekerasan telah berakar dalam tekanan keluhan asetiekade. Padp
tahun 1970-an, sejumlah besar penduduk Muslimakesi ke Maluku
dari bagian lain negara, menggusur populasi Krislan mengubah
keseimbangan agama. Kedatangan para pendatanmjugemengambil
kesempatan kerja buat penduduk daerah. Pada te3uf &ituasi ini
diperburuk ketika Undang Undang No. 5 tentang persran desa
dikeluarkan. Ini bertujuan untuk standarisasi pemtanan lokal dar
pengelolaan pengendalian divisi dan sub-divisi @aeNamun, hal in
secara efektif melemahkan sistem aliansi desa @amepntahan yang
dipimpin oleh raja di Maluku. Pelaksanaan undandamg juga
mengakibatkan desain ulang perbatasan dan mempémngaatus tanakh
adat. Perubahan tersebut memberikan suara lekdin kegada pendatar
tapi juga mengakibatkan tanah adat bebas diperdkgansesuatu yang
belum pernah terjadi sebelumnya.2

«

Mengendornya peraturan pusat mengikuti diusirny@h8do pada tahu

=)
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1998 membiarkan ketakutan yang mendalam dan kgileayaan
muncul. Kekerasan antar agama dan kerusuhan péchkatta. Orang
kristen Ambon yang tinggal di Jakarta juga menjaxtban.

Antara tahun 1999 dan 2002, banyak gereja dan daneésjiancurkan
Sebuah perang suci Muslim, Jihad, diumumkan dggaa militan dari
Jawa , Laskar Jihad, tiba di Ambon pada bulan \d@22 Status darurat
militer diberlakukan bulan berikutnya. Ribuan péemsio keamanar
dikirim ke propinsi tapi intervensi militer tidak ekhasil dalam
mengendalikan situasi. Malahan pengiriman pasukeemperbesa
perluasan kekerasan dikarenakan ketidakmampuankeleenderungan
berat sebelah dari aparat keamanan (ada rumor baparat keamanan
menyediakan senjata kepada komunitas Kristen daslify dan juga
adanya persaingan dan kurangnya kordinasi antaasieatamiliter dan
polisi.3

Kekerasan tersebut memakan korban 5000 orang dagakibatkan
pengungsian secara besar-besaran sekitar setengmhoiang, atau
hampir setengah dari populasi propinsi. Pada budtober 2003,
pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 70,@00akga pengungsi
di Maluku, atau lebih dari 330,000 orang. 160,00@&ng lainnya
melarikan diri ke propinsi lain.4

Proses perdamaian: Pada Februari 2002, perwakilan dari komunijtas
Muslim dan Kristen menandatangani perjanjian davieino (Malino I1)
setelah adanya intervensi dari pemerintah pusaketésan sporadi
berlanjut tapi menurun dalam frekuensi dan inta@ssya. Peristiwa
paling mengkuatirkan terjadi lagi pada bulan ARE04 di kota Ambon
tetapi surut dalam seminggu. Pemboman kecil-keciteasih terjad
sampai tahun 2006, tetapi gagal untuk memancingsretari masing-
masing pihak.

Sumber:
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1. Graham Brown dengan Christopher Wilson dan &ugga Hadi,
Mengatasi Konflik Kekerasan vol.4, Analisis Perdiéan dan
Pembangunan di Maluku dan Maluku Utara (Overcomiiigent
Conflict vol. 4, Peace and Development Analysiglatluku and North
Maluku), (Jakarta: CPRU-UNDP, LIPI dan BAPPENAS, 200%). B

2. Craig Thorburn, “Usaha pemerintah propinsi dasyarakat daerah
untuk mengubah pemerintahan desa di Maluku, Indariesur”
(“Provincial government and local community endeagdo reform
village (negeri) government in Maluku, Eastern Inelsia”), Pertemuan
Internasional dari Asosiasi Internasional untuk @tBroperti Umum
(Eleventh International Meeting of the InternatibAssociation for the
Study of Common Propertiybud, Bali, Indonesia, Juli 2006.

3. Sri Yanuarti, Yusuf, Josephine Marieta dan Mardg Wahyu
Triatmoko,Konflik di Maluku Tengah: Penyebab, karakteristdnd
penyelesaian jangka panjaridakarta: LIPI, 2003) hal.107-110.

4. Graham Brown dengan Christopher Wilson dan Suaga Hadi, hal
39.

Di Ambon, proses perdamaian dan rekonsiliasi |akiaintara
perempuan dari dua komunitas agama dimulai di pasar
Perempuan menentang kekerasan untuk berpergicaske, yang
biasanya berlokasi di kota Ambon, secara terattukumembeli
atau menjual hasil. Dalam sebuah contoh, peremppegjual
ikan, sering disebut jibu-jibu, dari desa Tulehu harus
menggunakan sebuah kapal cepat untuk berpergiafnison
untuk menghindari melewati daerah yang didominasst&n
(desa Suli dan Passo). Dari waktu ke waktu, caaapbrtasi
seperti ini menjadi terlalu mahal. Dengan tidak nti&ipilihan,
perempuan dari desa Tulehu menghubungi teman Knigtedi
desa Suli dan merundingkan jalan lintasan yang akeimadiran
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perempuan yang dipandang lebih tidak membahayakeh o
pihak lawan, membuat hal ini menjadi lebih mudatukimereka
dapat memasuki dan berpergian melewati daerahidagrag
didominasi oleh agama lain. Sementara upaya-upayaungkin
didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup ddapapaya
yang sadar dalam penyelesaian konflik, mereka talalletakkan
dasar untuk prakarsa-prakarsa rekonsiliasi yangh lérmal.
Selain itu, akibat dari interaksi antara perempdamn komunitas

agama yang berbeds

mereka menjadi
pembawa pesar
untuk komunitas
mereka yang lebih
besar. Hal ini

menempatkan mereks
pada posisi yang baik
untuk  membuktikan
atau menghilangkan
rumor dan mencegat
tindakan provokasi.

Pada akhir tahun
1999, beberapa
perempuan Maluku
membentuk Gerakar
Perempuan Pedul
(GPP) untuk

menangani apa yan(

‘ Didorong oleh keprihatinan akan

kebutuhan pokok dan keluarga,
sebuah kesepakatan telah dicapai
untuk mengatur sebuah pertemyan
antara perempuan dari pihak-pihak
yang berkonflik pada bulan Agustus
1999. Lima belas perempuan
Muslim, dikawal oleh anggot
keamanan, berpergian untuk
bertemu dengan perempuan dari
komunitas Kristen untu
mendiskusikan penyelesaian konflik
secara damai. Walaupun situasi
keamanan sangat berbahaya pada
waktu itu, perempuan tidak dapgat

hanya tidak melakukan apa—af)’a.

Suster Brigitta Renyaan, Roundtable Maret
di Jakarta, 2010.

terlihat seperti

konflik yang tak berakhir.

Protestan menghadiri
menjadi

Perempuan Muslim, Kaikol
pertemuan pertama. Sesudaméteka

aktif terlibat menyebarkan pesan damai. elder

mengatur pertemuan dengan pemerintah dan pejabatakean,
pemimpin agama dan pemuda, juga memberikan patatiha
kepada sukarelawati di lapangan tentang mediaskdaseling.
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GPP juga bekerjasama dengan organisasi perempinarydadi
Maluku. Pertemuan-pertemuan tersebut tidak hanyajamn
distribusi bantuan kepada pengungsi, tetapi meijesimpatan
untuk rekonsiliasi antara perempuan Muslim dant&nis

Untuk banyak dari perempuan ini, peran sebagai dan
keluarga adalah alat penggerak yang mempengarufiakpe
mereka. Identitas yang umum inilah yang menghubamgk
perempuan dari dua komunitas agama yang berbedanggumng
keprihatinan yang sama termasuk keamanan dan nesand
anak-anak mereka, pengadaan makanan, pendidikan dan
perawatan medis.

Namun, ketika itu berhubungan dengan pembicaraamalp
perempuan sangat disayangkan tidak cukup diwakillkada
Malino I, tiga perempuan menjadi bagian dari 3ggota dari
tim negosiasi. Tidak ada perwakilan perempuan gbiniak
Muslim. Beberapa pengamat menyalahkan pemimpinldki
dari tim negosiasi tidak sensitif gender. Thanftily, ketua dari
delegasi Muslim menjelaskan ketiadaan perempuaandaim
negosiasinya dengan menyatakan tidak ada perempaag
memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dimasuklalam
timnya® Diantara persyaratannya ialah memiliki kemampuan
komunikasi, kemampuan konseptual dan presentasikpydng
baik. Perempuan dari daerah berdebat bahwa kemampua
tersebut dipunyai oleh banyak perempuan tapi jéiemin
mereka, pada kenyataannya, merupakan faktor kuelaaknya
mereka: sebuah gaung yang ironi dari Orde Baru arseg
ibuisme’.

%2 Masukan diberikan oleh Thamrin Elly pada pertemuan,
“Perempuan pada meja perdamaian Indonesia: Meningkatkan
partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik,” Hotel Sultan,
Jakarta, 24-25 Maret 2010.
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Kebanyakan dari laki-laki yang terlibat dalam pecalbaan damai
Malino Il adalah pemimpin agama, kepala desa daalkeadat.
Kedudukan ini secara tradisional didominasi olefki-laki.
Terlebih lagi, organisasi Islam seperti Nadhlatdarbba (NU)
atau Muhamadiyah yang memiliki sayap perempuanktida
memiliki pengaruh yang kuat di Maluku dan beraddama
keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengirim rpptan

ke pembicaraan damai. Adat membuat masalah lebitpleixs
buat perempuan. Beberapa larangan dialamatkan untuk
perempuan lewat penafsiran adat. Dibeberapa desdaldiku,
contohnya, perempuan dilarang mengambil bagiamdafzacara
suci seperti Sapu Lidi, sebuah upacara mistik dad#lamala
dimana anak laki-laki memukuli satu sama lainnyaga® daun
palem; dan Cakelele, tarian suci perang di desauPdimana
para laki-laki mempertunjukkan tarian khusus dengadang.
Setiap upacara ini berhubungan dengan laki-laki aemjadi
pejuang.

Selama konflik, kedudukan Wakil Gubernur Maluku gan
dipegang oleh seorang perempuan (Paula Renyaanppuna
menolong aktivis perempuan mengakses pejabat petsiean
(laki-laki) dan istri mereka dan juga menolong rkergang ada
pada tingkat akar rumput. Ini adalah sebuah ilastptensi
daripada kedudukan perempuan dalam kepemimpinaok unt
membuka kesempatan kepada perempuan lain untuk inlema
peran yang lebih besar dalam penyelesaian konflik.

Sekarang ini, baik sekretaris dari Propinsi Maluan wakil
bupati kota Ambon adalah perempuan. Banyak peramgang
menjadi kepala dari divisi di kantor kabupaten @aopinsi di
Ambon. Pada tahun 2002, kota Ambon menempati peaatng
kedua dari 336 daerah pemerintahan diseluruh nedgam
indeks pembangunan yang berkaitan dengan gendé&) @an
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kesembilan dalam ukuran persamaan gefd&DI diperkirakan
telah meningkat sejak 1996 karena meningkatnyaisjsi
perempuan dalam angkatan kéfjaNamun, perbandingan
anggota dewan perempuan di Maluku jatuh dari 6/sqmedi
tahun 1996 menjadi 4,5 persen di tahun 2002 (edtamasional
ialah 8,8 persen). Perempuan dalam Dewan Perwakitdtyat
Daerah (DPRD) di propinsi menempati 14 dari 45 pdalan
untuk periode 2009-2014. Walaupun hal ini merupakan
peningkatan dari enam pada periode sebelumnyangietan
jumlah tidak diimbangi dengan perempuan membuabangan
yang mencolok dalam politik dikarenakan rendahnyekat
pengertian akan isu-isu gender diantar legisldtebih dari itu,
banyak dari perempuan ini dipilih karena koneksigka dengan
tokoh-tokoh penting dan seringkali tunduk pada dgepartai
yang lebih luas.

¥ UN Development Programme, Bappenas dan BPS Statistik
Indonesia, “Ekonomi demokrasi: Pembiayaan pengembangan
kemanusiaan di Indonesia” (“The economics of democracy:
Financing human development in Indonesia”), Laporan
Pengembangan Kemanusiaan Nasional Indonesia (Indonesia
National Human Development Report) (Jakarta: BPS-Statistics
Indonesia, Bappenas, UNDP Indonesia, 2004) hal.17-18.
% Brown, Graham dengan Christopher Wilson dan Suprayoga
Hadi, hal. 45.
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Studi Kasus Dua : Konflik Kekerasan di Papua

Papua adalah daerah bagi 312 kelompok etnis.1 Rdum
2003, pemerintah pusat menciptakan Irian Jaya Bdeat
bagian barat Papua, yang kemudian dinamai Papu# Bada
bulan April 2007. Sekarang ini propinsi Papua mingatu
kotamadya dan 25 kabupaten2 sedangkan Papua Bematikn
satu kotamadya dan delapan kabupaten.3 Masyaraikainp
mengacu propinsi Papua dan Papua Barat sebage Bapat.4
Mayoritas penduduk di Papua dan Papua Barat adztlak
Papua (Melanesia) dengan jumlah pendatang Indonesig
signifikan.

Pemicu konflik: Kedaulatan Indonesia atas Papua tela
digugat untuk banyak periode sejak kemerdekaarpada
tahun 1945. Hal ini pada awalnya digugat oleh Bagadan,
sejak tahun 1961, oleh banyak rakyat Papua. Belataia
Indonesia gagal untuk setuju mengenai status Pagda tahun
1949, dan Papua tetap berada dibawah kendali astraisii
pemerintah Belanda selama dua belas tahun lebifutlan
Sehingga Papua menjadi bagian dari budaya poligkgy
berbeda selama periode penting proses pembanguaragsd
Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerBéddinda
masuk kedalam perjanjian New York dengan Indongaiag
ditengahi PBB. Perjanjian ini disediakan untuk s#bu
perpindahan awal Papua ke PBB dan kemudian dipkedah
Indonesia. Sebuah “Act of Free Choice” diadakareksb akhir
1969. Rakyat Papua tidak diikutkan dalam perjanglan tidak
diajak berunding. Tim PBB kemudian diberikan pessng
minim oleh Indonesia dalam pelaksanaan referendebagai
konsekuensinya, lebih dari 1000 pemimpin tradidialengan

=

suara bulat memberi suaranya untuk bergabung deng
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Indonesia.5

Salah satu gejala hubungan yang buruk yang berkegrdoztara
Indonesia dan Papua ialah pengambilan dan ekspdresudaya
dari Papua dalam skala besar. Hal ini melibatkararppasan
tanah, juga penebangan kayu dan pertambangan ejabap
Indonesia. Selama periode Soekarno dan SoehartpuaPa
membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) walaupy
perlawanan militer terhadap pemerintah Indonedshtdimulai
sebelum OPM dibentuk.

Pendekatan keamanan pada era Soeharto telah memb
pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, yang taers
berlanjut sampai hari ini. Pembuat kebijakan paglaqrintahan
pasca-Soeharto mewarisi situasi yang kompleks du&a
dimana pendekatan keamanan Orde Baru telah mengerk
keinginan untuk kemerdekaan. Ratusan kasus-kaswyikpaan,
kekerasan seksual, dan penghilangan telah terekEioe®& ada
jumlah yang pasti akan mereka yang terbunuh dargumeysi
dalam konflik ini. Namun, sebagian besar organigdaiM
memperkirakan jumlah keduanya mencapai ratus rifuan

Proses perdamaian: Ada sedikit proses perdamaian resm
sampai sekarang yang secara komprehensif meruradingk

masalah di Papua. Ketiadaan dukungan resmi untuk

penyelesaian konflik secara damai adalah tantamngdesar.
Tanggapan-tanggapan kebijakan Jakarta meliputi ekasi
dan penindasan. Pada tahun 1999, pemerintahan ielabi
melangsungkan dialog dengan Tim 100, sebuag kelkmang
dibentuk oleh kaum intelektual, pemimpin gerej&oto adat,
dan aktivis LSM, tetapi tidak ada perjanjian yanigagai.

Pembicaraan damai telah diusulkan oleh beberapair uns

masyarakat Papua lewat Presidium Dewan Papua (P&

n

awa

]

tahun 2000. Selama masa jabatan Presiden Abduratfabid
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dan Megawati Soekarnoputri, rakyat Papua, lewat ,PBRh
mencoba membuka diskusi tentang isu dialog danrbphe
pertemuan informal diadakan. Namun, usaha-usahak unt
melaksanakan dialog antara Papua dan pemerintaindnth
terhambat oleh tingginya tekanan terhadap PDP diman
anggotanya ditangkap dan ditahan juga penculikam da
pembunuhan kepala PDP. Usaha-usaha juga dihambgamle
dikeluarkannya Dekrit Presiden No 1/2003 tentangcématan
Pelaksanaan UU No 45/1999 tentang pembagian Pidtapsia
menjadi tiga propinsi baru. Ini dikeluarkan olehesgtden
Megawati Sukarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003.

Pada tahun 2008, LIPI mempublikasikan ‘Papua Roagp’M
yang mana menganjurkan dialog sebagai salah sedtegit
“untuk mencapai sebuah penyelesaian yang kompriéhdes
fundamental bagi konflik Papua.”8 Sebagai bagiam pi@ses
ini, LIPI dan seorang pemimpin agama Papua, Nelkdsay,
meletakkan sebuah struktur dasar untuk dialog dima
mendatang dengan membentuk sebuah kelompok familita
orang dalam informal, ‘Jaringan Damai Papua‘' (JDR)DP
terlibat dalam sebuah proses yang berkelanjutanukunt
memfasilitasi dialog diantara rakyat Papua dan kumtemulai
pra-pembicaraan dengan Jakarta.

&

Usaha-usaha lain bertujuan mengurangi konflik yiebhgh jauh
lagi antara Papua dan pemerintah pusat termasukis stal
Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua padantah
2001. Ini adalah sebuah langkah untuk mengatasuaseya
perlawanan kepada, kekecewaan dalam, dan dendaadagr
kekuasaan Jakarta tetapi telah menjadi pokok petdebyang
meluas.

Sumber:
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1. Laporan negara hak asasi manusia 2006 (Country mspan
human rights practices 200@ndonesia), US Department of
State, 6 March 2007. Tersedia di
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78774.htm

2. Pemerintah Provinsi Papua, http://www.papuadgo.i

3. Pemerintah Provinsi Papua Barat,
http://www.papuabaratprov.go.id/#

4. Lihat catatan kaki lima di teks utama untuk piagan
penggunaan istilah Papua dan Papua Barat .

5. Bruce Vaughn, “Papua, Indonesia: Isu untuk Kesgr
(“Papua, Indonesia: Issues for CongresSRS Report for
Congress(2006) hal. 20.Tersedia di:
http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstres#v 33.pdf

6. Richard Chauvel dan lkrar Nusa Bhakti (20@&tudi
kebijakan 5: Konflik Papua:Persepsi dan kebijakakalta
(Policy studies 5: The Papua conflict: Jakarta’sqaptions and
policies) (Washington: East-West Center, 2004) hal.33-36;
Elizabeth Brundige, Winter King, Priyneha Vahalieghen
Vladeck, Xiang YuanPelecehan Hak Asasi Manusia di
Papua: Aplikasi hukum genosida dalam sejarah kendal
Indonesia (Indonesian human rights abuses in Papua:
Application of the law of genocide to the histofyrmonesian
control), Sebuah tulisan yang disiapkan untuk Jaringan Hak
Asasi Manusia Indonesia oleh Allard K. Lowenstein
International Human Rights clinic, (New Haven: Yaksw
School, 2004) pp.29-32; Neles TebBgpua Barat:
Perjuangan untuk damai dengan keadilan (West Papta:
struggle for peace with justicg)L.ondon: Catholic Institute for
International Relations, 2005) hal.9-11.
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7. Neles Tebay, hal.9.

8. LIPI, Papua road map: Negosiasi masa lalu, memperbaiki
masa kini, dan menjamin masa depan (Papua road map:
Negotiating the past, improving the present andiseg the
future), (Jakarta: Lembaga Iimu Pengetahuan Indonesid)(LIP
2008) hal. 3. Tersedia di
http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/PAPRBAD _
MAP_Short_Eng.pdf

Perempuan di Papua mengalami ketidaksetaraan geiatsm
banyak hal. Sebagai hasil dari pertemuan tradidaya, tekanan
masyarakat modernitas dan masyarakat yang didonpaagrki
banyak perempuan Papua dipinggirkan dari peramig@pan®
Papua memiliki banyak kelompok etnis dan suku dadigi yang
berbeda dari satu klan dengan yang lain, sehingg@gtaman
perempuan jauh dari homogen. Namun, di kebanyakdm, s
perempuan dilihat sebagai lebih rendah dari ldki-ldan
diharapkan melakukan sebagian besar peran domestik.

Akses yang tidak seimbang ke sumber daya ekonomi,
transmigrasi dan konflik politik selama lebih dampat puluh
tahun telah meminggirkan kaum pribumi Pafu&alah satu
dampak yang sering dikutip tentang perempuan Papua
berhubungan dengan partisipasi mereka yang minifanda

% Budiardjo, Carmel, “Perempuan Papua korban diskriminasi dan
pelecehan” (“Papuan women victims of discrimination and
abuse”), Tapol, (2009) Tersedia di
http://tapol.gn.apc.org/statements/Carmel%20Budiardjo%?20Liber
ation%20article.pdf
% International Crisis Group, “Indonesia: Sumberdaya dan konflik
di Papua“(“Indonesia: Resources and conflict in Papua”), Asia
Report No. 39 (Jakarta/Brussels: 2002).
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urusan ekonomi dan pembanguianSebuah contoh yang
menonjol, pertambangan Freeport di kabupaten Mimik
menempati area lahan yang sangat luas dan sebldbainga
perempuan dari komunitas Amungme ditolak akseseysuknber
daya alam. Selain kehilangan mata pencaharianmpesen (dan,
pada tingkat yang lebih rendah, laki-laki) jugaetilkalikan dari
tenaga kerja, karena mayoritas pekerja di Freegaatah laki-
laki dan kebanyakan dari mereka orang asth§elain itu, pasar
tradisional sering diganti oleh yang modern, dimana
menghilangkan akses orang miskin untuk barang damolitas
yang terjangkau dan tempat untuk menjual hasil.aPlasus
lainnya, perempuan dan keluarga mereka dipaksaakelari
rumah mereka ketika tanah mereka dibebaskan untjulant
pertambangan. Anggota militer Indonesia telah diken
melakukan kekerasan seksual terhadap perempuamyamgak
meninggalkan rumah mere&aKekebalan hukum berkuasa dan
hanya sedikit bukti para pelaku kejahatan dihukutangan
diasingkannya perempuan oleh laki-laki di komunitasreka

87 Takege, Petrus, SH, Perempuan Papua, Dulu, Sekarang, dan
Masa Depan dalam Kehidupan Adat dan Fenomena
Pembangunan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007) hal. 65-
71.
% Abrash, Abigail, Pengembangan Agresi: Pengamatan Kondisi
Hak Asasi Manusia di Kontrak PT Freeport Indonesia Wilayah
Kerja Dengan Rekomendasi (Development Aggression:
Observations on Human Rights Conditions in the PT Freeport
Indonesia Contract of Work Areas With Recommendations),
Disiapkan untuk Robert F. Kennedy Memorial Center for Human
Rights, Juli 2002.
% Osman, Nurfika, “Perempuan di Papua terus menderita”
(“Women in Papua continue to suffer”) The Jakarta Globe, 2
Desember, 2009.
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sebagai hasilny®. Tambahan lagi, pelanggaran militer telah
mencegah perempuan melakukan kegiatan sehari-bariird
meningkatkan ketergantungan mereka kepada laki-laki
Perempuan menjadi takut keluar untuk mengambil aaau
bekerja di tanah pertanian dan hutan sendirian cheneka
cenderung untuk bekerja dalam waktu yang singkat.

Di banyak budaya di Papua, perempuan adalah siatholobjek
dalam proses perdamaian. Di propinsi Biak, contahny
perempuan diberikan kepada musuh sebagai simbdampaian.
Perempuan diharapkan menikah dengan laki-lakimlhek yang
bertikai dan menghasilkan keturunan untuk mengkanti
kehidupan yang hilang selama konflik, dan juga rpakan
ikatan keluarga untuk menghindari konflik di masenaatand”

Namun menariknya, peran perempuan sebagai simbat ad
perdamaian menempatkan mereka pada posisi yantpgira
untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik damuk
membantu dalam rekonsiliasi. Perempuan Papua tellokti
lebih cenderung memperkuat kekuatan mereka dengherja
bersama terlepas suku marga atau keanggotaan admny
Perempuan cenderung dipercayai lebih luas diberlagatituen
dan memainkan peran yang aktif dalam dialog di kéng
masyarakat. Mereka sering bertindak untuk mencegahhnya
atau meningkatnya kekerasan. Mereka telah melakukan
dengan mediasi antara pihak yang bertikai dalanrdiem antar

“© Osman, Nurfika, “Perempuan di Papua terus menderita”
(“Women in Papua continue to suffer”) The Jakarta Globe, 2
Desember, 2009.
*! Takege,Petrus, SH, Perempuan Papua, Dulu, Sekarang, dan
Masa Depan dalam Kehidupan Adat dan Fenomena
Pembangunan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007) hal. 28.
*2 Diskusi emel antara Irine Gayatri, peneliti LIPI dan Latifah
Anum Siregar, Ketua Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), 17
Mei 2010.
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kelompok suku yang berbeda, serta antara masydakatdan
perusahaan penebangan kayu dan pertambangan,gdaarjtara
orang Papua dan aparat keamanan. Pada kasus kenféktu
antara kelompok suku, perempuan berperan dalamamperen
dengan mengusahakan dan menjaga komunikasi dengan
perempuan dari kelompok etnis lain. Hal ini sebagisesar
dilakukan secara informal di pasar, di sekolah atagereja.
Perempuan Papua aktif dalam mengadakan pertemuan
keagamaan atau adat setiap minggu. Pada pertemiyasutisu
termasuk konflik bersenjata dan ketidakseimbangambagian
sumber daya alam didiskusikan. Kesepakatan diuaahgbada
pertemuan-pertemuan dan keputusan diambil untukdeheti
tokoh utama atau pemangku kepentingan untuk mamiian
masalah yang berkenaan dengan mereka. Hal initgrgaasuk
kekerasan seksual, khususnya (tapi tidak semaia)mesng
dilakukan oleh aparat keamanan dan akses yangditiakepada
sumber daya ekonomi. Mereka bertujuan untuk merikapa
otoritas yang relevan untuk menangani masalah-afasali
walaupun mereka tidak selalu berhasil. Selain ferempuan
Papua aktif dalam melakukan aksi massa seperti rknagi
untuk memprotes kekerasan yang dilakukan neganabyoeuhan
masyarakat sipil, dan bahkan berjuang untuk hakgeakimpin
perempuan mereka yang menghadapi diskriminasi dan
ketidakadilan selama pemilu loK4l.

Dengan masuknya LSM lokal ke Papua baru-baru atijhl
banyak perempuan telah terlibat dalam inisiatif yeégsaian
konflik. Kebanyakan LSM memusatkan pada demokraasi lthk
asasi manusia dan aktif dalam pembangunan kapasitas
pemberdayaan dan program advokasi. Ada juga banyak
organisasi-organisasi perempuan. Sebuah organjaag telah

*3 Diskusi emell antara Irine Gayatri, peneliti LIPI, dan Latifah
Anum Siregar, Ketua Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), 17
Mei 2010.
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secara konsisten berjuang untuk hak perempuan Pdpoa
persamaan gender ialah Solidaritas Perempuan RSP yang
mana telah secara aktif dalam menyediakan pendidiitik
untuk perempuan Papua. Beberapa LSM telah memkafaat
jaringan informal perempuan yang ada untuk ‘camjamgan’
dalam masalah-masalah lokal. Hal ini telah dilakukantuk
menghindari kekerasan komunal dan juga kebuntuaaraan
masyarakat lokal dan Freeport. Hal ini juga dilakukuntuk
menghindari memburuknya situasi keamanan dan imside
kekerasan yang melibatkan orang Papua dan apamabkan.

Selama periode pendudukan Indonesia, sebuah gerEmas
kelas menengah telah muncul. Beberapa perempuara Relah
memenangkan kursi legislatif di propinsi, menjaktiivas LSM
terkemuka dan bergabung dengan pemerintah d&erah.
Perempuan secara meningkat telah dikirim ke pelatimediasi
dan pertemuan, dan untuk membantu negosiasi damaiaa
pihak yang bertikai. Perempuan-perempuan ini sedikiyim
oleh LSM, kelompok perempuan, pemimpin masyarakat d
gereja. Misalnya aktivis perempuan dari Aliansinio&rasi
untuk Papua (ALDP), sebuah LSM lokal terkemuka,inger
diundang oleh jaringan nasional kelompok hak asasnusia
untuk menghadiri lokakarya di Jakarta dan/atauadiloegeri.
Kelompok-kelompok yang menerbitkan undangan untuk
program tersebut termasuk Imparsial, Lembaga Stdain
Advokasi Masyarakat (Elsam), dan Komisi untuk @rafilang

* Berdasarkan pemilu 2009, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dari Papua terdiri dari tiga perempuan : Etha Bulo /Partai
Demokrat, Agustina Basik Basi/Partai Golkar dan Peggi
Patricia/Partai Kebangkitan Nasional. Anggota DPR dari Papua
Barat memasukkan satu perempuan Irine Manibuy/ Partai Golkar.
Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua dan Papua Barat,
ada dua perwakilan perempuan: Helina Murib dan Ferdinanda
Ibo Yatipai. Juga ada empat legislator perempuan di DPR 2004 -
20009.
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dan Anti Kekerasan (Kontras). Pelatihan juga teuka
penyelesaian konflik antar etnis dan pendidikaiitigol

Secara politik, perempuan Papua menerima pengatararal
pada tahun 2004 ketika Majelis Rakyat Papua (MRErduk*®
MRP terdiri dari tiga kelompok kerja yang dipusatkaada adat
dan tradisi, perempuan dan agama. Kelompok kerjagya
difokuskan pada perempuan atau pokja perempuambiudaya
simbol perwakilan dan aspirasi perempuan, tapi fogam untuk
membahas dan mendiskusikan berbagai isu yang nienjad
perhatian perempuan di Papua. Fungsinya terbatgmdae
memberikan rekomendasi dan kemudian ini membutuhkan
intervensi dari MRP. Ada juga keluhan tentang kosigiodari
kelompok kerja dan fakta bahwa kekurangannya pawmem
yang memiliki pengetahuan dan pengalaman bekelgandpada
hak-hak perempuan.

> Lewat Peraturan Pemerintah, PP No. 54/2004.
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Pembangunan norma

Aksi Nasional

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dandeagdian
Anak dan pemangku kepentingan lainnya telah mkimili
rancangan sebuah undang-undang tentang penanganéik k
sosial. Usaha awal untuk merancang undang-undang in
diprakarsai oleh beberapa LSM sampai kementriangarabil

alih prosesnya pada tahun 2007. Kementrian telah
menjalankannya secara pararel dengan Resolusi D&X#an
Keamanan PBB Rencana Aksi Nasional (SCR 1325 RAMpy
dimulai pada tahun yang sama, jadi hasil dari &ER 1325
dapat dimasukkan kedalam rancangan undang-undantgnte
penanganan konflik sosial. Hal ini khususnya pentkarena
SCR 1325 meminta pemerintah untuk melibatkan lddaihyak
perempuan dalam proses penyelesaian konflik, daga ju
meningkatkan muatan gender dalam perjanjian perdama

Pekerjaan ini didorong oleh kesadaran bahwa Ind@nidak
memiliki prosedur hukum yang layak untuk mengeliotaflik
kekerasan. Ini adalah sebuah langkah menuju ke ageng
pentingnya memiliki pedoman hukum, juga pentingnya
kontribusi kaum perempuan didalamnya. Rancangarangid
undang telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Raly8R)
dimana itu menjadi menempati urutan ke 23 dalantadaf
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009. Namtahun
2009 juga tahun pemilihan umum dan pemilihan pessidan
akibatnya, tidak ada kemajuan dalam diskusi rarebanmdang-
undang. Pada bulan Desember 2009, anggota DPR hamg
terpilih, lewat dua pertemuan antara badan legfiglaleg) dan
pemerintah, menyetujui dan memutuskan daftar Pnale@009-
2014 dan Rancangan Undang Undang Prioritas Program
Legislasi Nasional 2010 (Prolegnas RUU Prioritas1l®0
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Rancangan undang-undang tentang penanganan kaofial
ditempatkan pada nomor 132 dalam 2009-2014 dak titesuk
dalam daftar prioritas untuk Prolegnas 2010. Hal tidak
dianggap sebagai prioritas oleh parlemen saat ikarehakan
persepsi bahwa sebagian besar konflik diselurutemeglah
diselesaikan. Walaupun hal tersebut telah terdkbasa
ketegangan laten masih ada di beberapa daerahhesasan.
Sebuah undang-undang tentang penanganan konflikahada
langkah ke arah mengatasi situasi yang berubah-lbaht
pencegahan dan pendekatan yang lebih komprehe@h
karena itu, ini adalah tanggung jawab dari kemeniri
pemerintah, lembaga pemerintahan dan LSM yandé#trtialam
penyusunan undang-undang untuk menjaga upaya mentkk
melobi legislator untuk memastikan perdebatan nagea
undang-undang tersebut diambil.

Pada bulan Juli 2010, Kementrian Kordinator Kedejaan
Rakyat (Menko Kesra) mengadakan pertemuan pemangku
kepentingan termasuk kementrian lainnya dan lembaga
pemerintah yang menangani masalah yang berhubuteyzgan
konflik juga pelaku non-pemerintah. Pertemuan tarsdiadakan
untuk memberi arahan singkat tentang rancangamgnrgiadang
tentang penanganan konflilsosial dan untuk membangun
dukungart® Tampaknya banyak kementrian yang tidak
mengetahui rancangan undang-undang ini. Sampai palde
November 2010, belum ada kemajuan yang signifikalam
rancangan undang-undang ini.

Aksi Internasional

“® pertemuan diadakan 7 Juli.Sumber dalam dari Menko Kesra.
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Secara resmi, Indonesia mendukung SCR 1325 yesaidin
pada tahun 2000. Namun, sampai sekarang, tidakeddeensi
terhadap resolusi dalam perumusan kebijakan petabfin
Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dandeagdian
Anak telah secara aktif dalam menyusun lokakarya staminar
untuk mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan
perempuan dengan sedikit atau tidak adanya dangaaiksipasi
perempuan dalam perdamaian aktual dan proses lk&hflidak
jelas, namun, jika ada hasil atau rekomendasildeaikarya dan
seminar tersebut telah diterjemahkan kedalam Kednjanyata.

Ini  menunjukkan masalah yang lebih besar, kuraagnyaha
bersama dan dukungan dari kementrian lain untulerpdama.

Hal ini khususnya penting karena isu perempuan kiarflik
adalah masalah lintas kementrian. Satu-satunyarerefie
kebijakan berbasis gender yang ada pada tingkanadgalah
Konvensi 1979 tentang Penghapusan Segala Bentikimisasi
terhadap Perempuan diwujudkan dalam UU No 7/1984 da
kemudian UU No0.22/2000 tentang ‘Program Pembangunan

*" Selama perayaan ulang tahun keenam SCR 1325 di Oktober
2006, delegasi Indonesia, H.E. Mrs. Adiyatwidi Adiwoso
Asmady, Duta Besar dan Wakil Perwakilan Tetap menyebutkan,
“Delegasi saya membawa catatan tentang tindakan yang diambil
berbagai badan PBB untuk mengimplementasikan penyelesaian
pada tingkat nasional dan masyarakat. Namun, sangatlah penting
bahwa usaha ini perlu dilakukan dengan konsultasi penuh
dengan pihak berwenang.”
Sumber:
www.peacewomen.org/un/6thAnniversary/Compilation/National_|
mplementation.html diakses pada 26 Februari 2010.
*® Corner, Lorraine, Pemetaan efektifitas bantuan dan kesetaraan
gender di Asia Pasifik: Isu-isu regional dan tren (Mapping aid
effectiveness and gender equality in Asia Pacific: Regional issues
and trends) (New York: UNIFEM, 2008) hal.25.
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Nasional?® Undang-undang tersebut terdiri dari dua puluh enam
kebijakan pembangunan sensitif gender diberbagditorse
termasuk bidang hukum, ekonomi, politik, pendidiksmsial dan
budaya, dan lingkungan. Selain itu, ada Instruksesiden
(Inpres) No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gedalam
Pembangunan. Sebagai hasilnya, sebuah daftar &nddln
peraturan telah disusun untuk mendorong pengamsata
gender di berbagai bidang. Namun, hasil positifi tengkah
pemerintah kurang dan hal ini disebabkan oleh lgmaa
sosialisasi dan kemauan politik. Kurangnya sosialisjuga
berlaku untuk SCR 1325.

Indonesia sekarang dalam proses membangun SCRRAR5
Proses ini dipimpin oleh Kementrian Negara Pembheaa
Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan dibantu @émna
Kependudukan PBB (UNFPA). Oleh karena itu SCR 132H
adalah sebuah permulaan yang mendorong pemetaan
implementasi yang strategis. Pertemuan dengan Ilganba
pemerintah lainnya telah diadakan untuk memintabdumi
masukan dan sejumlah kekuatiran telah diangkaangmperlunya
sebuah rencana di Indonesia saat ini.

Contoh lainnya yang perlu diperhatikan ialah usalang
dilakukan oleh masyarakat sipil di Aceh untuk meeay
Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang SCR 1325. Walaup
RAD mungkin tidak resmi dan tidak memiliki kekuathaokum,
ini adalah sebuah contoh yang baik dari keterlibatasyarakat
sipil dengan keprihatinan disekitar perempuan, gmadan dan
keamanan dan dapat digunakan sebagai pedoman elekup
pemerintah dan non-pemerintah. Ini juga dapat dikiemn
kedalam penyusunan RAN.

“ UU No 7/1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
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Terlepas dari upaya-upaya ini, Indonesia masihsharenempuh
jalan yang panjang sebelum ide-ide yang diuraikaard
Rencana Aksi Nasional dapat diimplementasikan. Ketautuhan
yang kuat untuk mengubah mentalitas dari pemerinpantai
politik, organisasi massa, dan lainnya. Penting ukint
berkampanye tentang pentingnya keterlibatan perampalam
politik dan proses perdamaian dan menyediakan gexaah
dalam bidang ini. Hal ini terutama penting di aréimana
peraturan dikeluarkan diatas nama moralitas agaetmgsi
sebuah usaha untuk membatasi akses perempuan uikiutk
dalam pemilihan atau berpartisipasi dalam kehidupablik.
Contoh dari hal ini dapat ditemukan di desa Paddag
kabupaten Bulukumba di Makassar, Sulawesi Selatamana
peraturan daerah mewajibkan perempuan menggunakamap
Muslim. Pada tingkat desa, ada peraturan desa 5N@006
tentang “hukum cambuk” yang akan di berlakukan jika
perempuan (atau laki-laki) dicurigai melakukan peatan®
Peraturan lainnya yang serupa berbasis hukum-hugiam juga
ditemukan di Kabupaten Tangerang, dimana perda 8Kaf05
tentang pelacuran telah membatasi kebebasan plesgera
perempuan karena sering digunakan secara sewersaragy/
untuk menangkap perempuan yang masih diluar runsda p
malam harr*

% Octaviani, Indry dan Sri Wiyanti Eddyono, Loly Suhenty,
Yenny Widjaya, Risma Umar, Fitriani, Hajar, Sri Rezeki, Wahidah
Rustam, “Inisiatif Pemberdayaan dan Partisipasi Politik
Perempuan: Studi Kasus Padang Pariaman, Solok dan
Bulukumba” dalam Tim WEMC Indonesia, Inisiatif
Pemberdayaan Perempuan (Yogykarta: Amani Press, 2008) hal.
63-65.

*L Octaviani, Indry et al, hal.64.
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Rekomendasi

Rekomendasi secara garis besar dalam laporan iiljupn
meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam proses
perdamaian. Perdamaian yang berkelanjutan sangaigkimu
tidak dapat dicapai tanpa partisipasi yang menwbludari
perempuan dalam pembuatan keputusan untuk menikalesa
konflik kekerasan. Ketiadaan perempuan dalam p&amp
perdamaian, dan dalam pembicaraan damai secaraiskiyas
cenderung untuk membuat kebutuhan, keprihatinantrikoisi
dan keadaan mereka yang menyedihkan selama peaedoagkan.
Yang paling penting, hal ini juga membuat aspirasasa
mendatang perempuan  dikurangi dan  dikecualikan.
Rekomendasi-rekomendasi ini tidaklah menyelurubpietebih
kepada anjuran. Mereka mengakui pentingnya aspehas
kebijakan pemerintah (di tingkat pusat dan daerghhg
mendukung partisipasi yang lebih besar dari perampdan
prinsip SCR 1325; upaya terpadu antara berbagaiek®ian
untuk merealisasikan konsep pengarusutamaan gesalam
pengelolaan konflik dan bidang lainnya; dan korsinantara
berbagai tingkat pemerintahan, lembaga pemerirdag perbeda
dan juga antara aktor pemerintah dan non pemerintah

Menciptakan dan mensponsori jaringan perempuan yang
berkelanjutan

Ada banyak jaringan perempuan di Indonesia tetigoi, waktu
ke waktu, ada yang tidak dapat menopang kegiatarpdayram
mereka disebabkan kurangnya dukungan dan komithaeimgan
terdiri dari beragam perempuan dan bertalenta yaegiliki
pengetahuan tentang berbagai situasi konflik domedia juga
pengalaman dalam proses perdamaian dapat membmralse
metode dari berbagi pelajaran dan pengalaman. Mejaga
menawarkan sebuah jalan untuk meminimalkan tumpizigh
dalam inisiatif perdamaian masing-masing, dan paktarnya,
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mengoptimalkan sumber daya. Jaringan ini juga ddpssrap
oleh pemerintah dan LSM sebagai sumber daya peaacipt
perdamaian. Selama pertemuan tahun 2010 yang dipiokgh
HD Centre dan LIPI, kami menemukan banyak peremyaag
telah (dan masih) aktif terlibat dalam berbagaiyapgerdamaian
diseluruh Indonesia. Namun, mereka mengeluh bahesweka,
organisasi mereka dan lainnya seperti mereka setiohak
dimintai pendapat oleh pejabat sebelum kebijakperéienalkan
atau tindakan diambil.

Menyelesaikan dan mempublikasikan sebuah Rencana Ak
Nasional SCR 1325

Di Asia, Filipina ialah negara pertama yang memkan RAN
SCR 1325 dan menjadi sebuah acuan yang baik boaegpdi
Indonesia. RAN bukanlah secara eksklusif sebualategdonor
atau negara yang terkena konflik. Semua negara tdapa
mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan gandan
mereka. Rencana seperti ini dipengaruhi oleh berbktor.
Pemerintah, misalnya, mungkin ingin merencanakasukean
mereka terhadap pembuatan keputusan keamananasiteral
dalam organisasi regional dan internasional. Merglga
mungkin menjadi kontributor pasukan dan memastpasukan
mereka telah dilatih secara benar dalam merespaki dan
kebutuhan perempuan dalam perang dan konflik kekera
Mereka mungkin menjadi kontributor dalam penciptaan
perdamaian dan pembangunan perdamaian ditempat lain
misalnya dengan mengirim warga sipil untuk membantu
membangun kembali sistem administrasi. Rencanaltetsidak
perlu proses (dan dokumen) yang berdiri sendiri gdan
visibilitas yang tinggi. Mereka dapat menjadi bagiaari
perencanaan yang dikerjakan oleh Kementrian Perdaha
Dalam Negeri dan Kehakiman, juga bagian Dokumeat&ir
Pegurangan Kemiskinan  Pdverty Reduction Strategy
Papers).Oleh karena itu berbagai kementrian yang berhubunga
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didorong untuk terus bertukar informasi dan bergofasi untuk
menjalankan RAN Indonesia.

Dengan demikian, pembentukan satuan tugas dapatasiétasi
penyusunan RAN serta mengawasi pelaksanaannyasSaddgat
terdiri dari perorangan dari sektor pemerintah daan
pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daed#ngan
pengalaman dan pengaruh yang relevan tentang gender
perempuan dan konflik. Satgas juga bisa menciptakaadaran
yang lebih besar tentang isu-isu partisipasi danvadlan
perempuan dalam proses perdamaian dan memastikan
diberikannya perhatian yang diperlukan.

Menciptakan kelompok kerja (pokja) tentang perempuan
dan penyelesaian konflik

Pembuatan kelompok kerja atau pokja dapat mendgatasirapa
masalah kerjasama dan kordinasi antara karya kellkomp
perempuan dan pemerintah dan meningkatkan keteriba
perempuan dalam penciptaan perdamaian. Kordinasigskali
bermasalah, bahkan antar lembaga pemerintah, daadatah
area dimana semua yang terlibat, atau tertarik,andal
penyelesaian konflik dapat menjadi lebih strateg@aitangan ini
diperburuk dengan tidak adanya otoritas terpimpintuk
merespon situasi konflik. Kelompok kerja dapat bglegama
dengan berbagai kementrian untuk memastikan per@mgecara
substantif terlibat, serta bekerja untuk membawagesnder dan
masalah perempuan ke meja perdamaian. Secara ideal
haruslah merupakan sebuah badan multi kelompo&.kerj

Sebagai langkah awal, kelompok kerja dapat melieaituran
yang ada dan area undang-undang yang memuat katentu
khusus untuk partisipasi dan perwakilan perempuatand
pembuatan keputusan, serta prosedurnya untuk ireplasi.
Upaya untuk memastikan keseimbangan gender yaity belsar
di berbagai area telah dipelopori oleh pemeriniationesia
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tetapi masalahnya ada di prosedur operasional. Kdedna itu,
salah satu tugas yang mungkin dari kelompok ketghimelihat
bagaimana cara meningkatkan implementasi sertaalisasi
peraturan-peraturan tersebut.

Pembentukan sebuah komite atau kelompok kerja untuk
menasihati pihak-pihak untuk pembicaraan damai

Agenda utama pada pembicaraan damai ialah seringkal
keamanan dan pengurangan kekerasan sementara isegierti
re-integrasi dan rekonsiliasi, pembangunan ekordani lainnya
yang secara khusus berkenaan dengan perempuankadmba
Dalam beberapa kasus, ada ketentuan dalam penanjia
perdamaian bahwa isu-isu ini akan didiskusikan inaataupun
janji tersebut mungkin tidak dipenuhi atau hasilngidak
memuaskan. Mediator utama atau lembaga mediasit dapa
mengusulkan untuk pembentukan komite khusus atiEmpek
kerja untuk menasihati pihak utama untuk membicaraku-isu

ini. Hal ini telah terjadi di berbagai proses pendsgan dan
merupakan teknik yang berharga untuk memajukaroglidian
pemahaman isu-isu tematis utama. Komite atau ked&nkerja
tidak seharusnya hanya terdiri dari pihak yangiker{pejabat
pemerintah dan anggota gerakan pemberontak corapheyapi
juga kelompok masyarakat sipil dan pelaku non-pertaran
lainnya. Ini adalah sebuah jalan untuk rekonsiligsoses
perdamaian formal dan informal dengan melibatkagkiaran
yang lebih luas dari pelaku non-pemerintahan yargnitiki
pengetahuan yang lebih luas tentang upaya pad&atirakar
rumput dan membangun  kemajuan dari insiatif terseb
Kehadiran komite khusus membantu memastikan bahwa
kebutuhan dari pihak yang bertikai, serta komunifaag terkena
dampak lebih besar segera ditangani, sehingga nantiasil
dari perjanjian lebih komprehensif.

Meningkatkan peraturan yang sensitif gender dalam
penyelesaian konflik
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Penguatan pentingnya kesetaraan gender dapat idit=pat
legislasi — satu bentuk perubahan norma-norma daitaku.
Sebuah peraturan nasional yang mengatur tentantngeya
keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian rakamdi
batu loncatan penting dalam hal ini. Hal ini juggmiberikan
contoh buat pemerintah daerah di daerah yang tarkenflik
dan memberi informasi untuk perumusan peraturanratiae
Mendorong berbagai pelaku dalam upaya ini, senmate jelas
mengartikulasikan proses, tindakan dan prosedua(kapan dan
bagaimana pemerintah seharusnya campur tanganpakasrga.

Meningkatkan akses untuk keterlibatan perempuan daam
politik dan proses pembuatan keputusan

Indonesia tidak kekurangan perempuan yang beréaigrtg bisa
memainkan peran yang menentukan dalam penyelelsairlik.
Namun, tantangan utama tampaknya ialah menemuKkan ja
untuk perempuan yang bertalenta untuk mengisi pénan
Diseluruh dunia, sebuah tempat utama dimana pencipt
perdamaian tertarik ialah parlemen. Oleh karengétuting buat
perempuan untuk secara aktif didorong untuk bedgigatsi
dalam politik terorganisir. Ini juga akan menambauntungan
yang berpotensi membawa perhatian yang lebih kepadatas
perempuan Indonesia. Indonesia telah memiliki sddatu
loncatan’ dalam UU No. 10/ 2008 (Pasal 53), yangsyaratkan
partai politk memiliki 30 persen kuota kandidat grapuan.
Namun, belum ada sanksi jika tidak memenuhi katézrsebut?
Untuk daftar lengkap, lihat lampiran 1.

*2 Ani Soetjipto, Sri Budi Eko Wardani, Aditya Perdana, Yolanda
Panjaitan, dan Wawan Ichwanuddin, Menyapu dapur kotor:
Refleksi perempuan dan politik era reformasi, (Jakarta: Pusat
Kajian Politik Fisip Ul, 2010) hal.34. Dalam pemilihan legislatif
2009, dari 38 partai politik, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia memasukan paling banyak kandidat perempuan (45
persen). Delapan partai memasukkan lebih dari 40 persen
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Walaupun angka-angka ini menggambarkan sebuah gamba
yang menjanjikan akan partisipasi perempuan dalanitilgp
legislator perempuan berpengalaman mengeluhkanahege
tingkat kemampuan dan kapasitas diantara kandet@ngpuan.
Partai politik telah dikenal memasukkan kandidatepguan
hanya sebagai formalitas untuk memenuhi 30 persastak
dengan tanpa niat nyata untuk melibatkan merelendatasalah
politik yang penting dan pembuatan keputusan. ®belna itu,
banyak legislator perempuan harus mendapatkanih@talebih
lagi dan pembangunan kapasitas agar suara meaagdir.

Menyediakan pelatihan penyelesaian konflik kepada reggota
parlemen perempuan

Pendonor didorong untuk mendukung pelatihan rinangy
berdedikasi tentang penyelesaian konflik untuk mnsdiken
bahwa banyak perempuan dapat dipanggil untuk pereip
perdamaian di masa mendatang di Indonesia, segtans dan
global. Selain itu parlemen perempuan harus lebdara aktif
untuk duduk di komisi parlemen yang berhubungangden
perdamaian dan keamartdrkaukus Parlemen Indonesia untuk
Perempuan yang aktif dalam parlemen nasional takelakukan

kandidat perempuan, 24 partai memenuhi 30 persen kuota, dan
enam partai gagal memenuhi 30 persen kuota.
*’Dalam wawancara dengan Eva Kusuma Sundari oleh tim
proyek LIPI dan HD Centre di Jakarta pada tanggal 4 Februari
2010, beliau mengatakan bahwa keputusan tentang penugasan
legislator perempuan kedalam komisi-komisi dibuat oleh
pemimpin partai masing-masing. Perempuan sering ditempatkan
dalam komisi yang berhubungan dengan isu ekonomi, pendidikan
dan urusan perempuan. Sedikit perempuan yang ditempatkan
dalam Komisi | yang berhubungan masalah pertahanan dan luar
negeri. Beliau menambahkan bahwa perempuan dapat memohon
kepada partai politik mereka untuk berganti komisi, dan
permintaan tersebut mungkin dikabulkan tergantung dari situasi.
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bagiannya untuk meningkatkan kesadaran akan Ketah

perempuan dalam, dan kapasitasnya untuk, politéukiks ini

secara teratur telah melaksanakan pelatihan unnhggota

parlemen perempuan tentang kepemimpinan dan pembang
kapasitas. Topik juga meliputi penyuluhan konstituan

anggaran peka gender Anggota parlemen perempuamnodil
untuk bergabung dengan Kaukus Inter-Parlemen Asid3angsa
Asia Tenggara untuk Myanmar. Keterlibatan dalarenar
regional tersebut dapat memberikan mereka kesempatauk

berinteraksi dengan anggota parlemen dari negamaskperti

Kamboja, Thailand dan Filipina; meningkatkan kesada
mereka, dan belajar dari pengalaman, dari negayaraeyang
menangani konflik; dan membangun keahlian yang kiamu
dapat diterapkan di Indonesia.
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Lampiran 1. Perwakilan laki-laki dan perempuan pada

pemilihan legislatif tahun 2009, dan presentastidat

perempuan.
Kandidat Laki-
No. Partai politik legislatif laki | Perempuan %
1 Partai Hanura 605 419 186 30.74
Partai Karya Peduli
2 Bangsa 141 86 55 39.01
Partai Pengusaha dan
3 Pekerja Indonesia 279 154 125 44.80
Partai Peduli Rakyat
4 Indonesia 288 213 75 26.04
Partai Gerakan Indonesia
5 Raya 396 280 116 29.29
6 Partai Barisan Nasional 276 172 104 37.68
Partai Keadilan dan
7 Persatuan Indonesia 315 173 142 45.08
8 Partai Keadilan Sejahtera 579 367 212 36.61
9 Partai Amanat Nasional 596 419 177 29.70
Partai Perjuangan
10 | Indonesia Baru 55 35 20 36.36
11 | Partai Kedaulatan 248 157 91 36.69
12 | Partai Persatuan Daerah 159 91 68 42.77
Partai Kebangkitan
13 | Bangsa 398 264 134 33.67
14 | Partai Pemuda Indonesia 278 182 96 34.53
Partai Nasional Indonesia
15 | Marhaenisme 115 76 39 33.91
Partai Demokrasi
16 Pembaruan 402 238 164 40.80
17 | Partai Karya Perjuangan 199 131 68 34.17
18 | Partai Matahari Bangsa 303 180 123 40.59
Partai Penegak
19 | Demokrasi Indonesia 50 35 15 30.00
Partai Demokrasi
20 | Kebangsaan 251 248 3 1.20
Partai Republika
21 Nusantara 231 162 69 29.87
22 | Partai Pelopor 109 68 41 37.61
23 | Partai Golongan Karya 641 447 194 30.27




(Golkar)
Partai Persatuan
24 | Pembangunan 472 345 127 26.91
25 | Partai Damai Sejahtera 323 207 116 35.91
Partai Nasional Benteng
26 | Kerakyatan Indonesia 173 115 58 33.53
27 | Partai Bulan Bintang 395 262 133 33.67
Partai Demokrasi
28 | Indonesia Perjuangan 627 405 222 35.41
29 | Partai Bintang Reformasi 314 187 127 40.45
30 | Partai Patriot 117 94 23 19.66
31 | Partai Demokrat 671 450 221 32.94
Partai Kasih Demokrasi
32 | Indonesia 146 99 47 32.19
33 | Partai Indonesia Sejahtera 317 194 123 38.80
Partai Kebangkitan
34 | Nasional Ulama 294 195 99 33.67
35 | Partai Merdeka 89 58 31 34.83
Partai Nahdlatul Ummah
36 | Indonesia 101 56 45 44.55
37 | Partai Sarikat Indonesia 127 82 45 35.43
38 | Partai Buruh 221 145 76 34.39
Total 11130 7491 3639 32.70

Sumber: Komisi Pemilihan Umumvvw.kpu.go.id
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